BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Penulis melakukan penelaahan dan menganalisis Putusan
Pengadilan Agama pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe. terhadap perkara
Pembatalan Perkawinan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majlis Hakim dalam putusan ini adalah status dari
perkawinan antara Suami dan Tergugat menjadi batal dan Kutipan Akta
Nikah mereka dinyatakan tidak berkekuatan hukum, hal ini sesuai dengan
tujuam hukum yaitu memberikan kepastian yakni kepada Penggugat dan
Tergugat. Terhadap anak antara Suami dengan Tergugat ditetapkan oleh
Majlis Hakim sebagai anak sah mereka sehingga diakui di dalam hukum
negara. Seyogyanya, akibat dari pembatalan perkawinan yang mana anak
lahir ketika perkawinan orang tuanya belum tercatat atau diluar
perkawinan yang sah maka tidak bisa dianggap sebagai anak sah dari
seorang ayah yang bernama Suami dan seorang ibu yang bernama
Tergugat.

2. Status hukum anak dari pernikahan sirri adalah sah menurut agama Islam
tetapi tidak dapat dikatakan sah dalam ketentuan hukum negara karena
dalam hukum negara terdapat kekurangan syarat administratifnya yaitu
pencatatan secara resmi dari pernikahan tersebut. Dalam putusan ini status

anak adalah ditetapkan sebagai anak yang sah. Seharusnya tidaklah
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demikian karena status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat ketika
anak itu lahir. Patutlah jika dalam putusan ini tidak dikabulkan
permohonan Tergugat. Akan tetapi, ketika permohonan itu tidak
dikabulkan Majlis Hakim juga bisa menjelaskan bahwa status anak masih
bisa diperjuangkan dan juga terhadap hak-haknya jika melihat dari hukum
Islam saja. Dalam ketentuan hukum agama Islam anak tersebut masih bisa
dikatakan sebagai anak yang sah karena pernikahan orang tuanya juga
dikatakan sebagai pernikahan yang sah sepanjang pernikahan tersebut

sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam.

B. Saran-saran
Setelah  penulis menelaah dan  mengkaji  putusan  Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe. Tentang Pembatalan Perkawinan, di sini penulis akan
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Majlis Hakim yang menangani perkara Pembatalan Perkawinan
ini, hendaknya sebelum memutuskan perkara ini maka harus lebih teliti lagi
dalam memakai dasar hukum dalam mempertimbangkannya, guna
menghasilkan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum itu sendiri. Lebih cermat lagi dalam melihat fakta hukum
yang ada dan memilah peristiwa hukum yang terjadi memanglah terjadi.
Karena dalam memutuskan sebuah peristiwa hukum akan berdampak bagi

para pencari keadilan, maka dari itu diperlukan kecermatan dalam



83

pertimbangan hukumnya sehingga akibat yang ditimbulkan pun sejalan
dengan apa yang seharusnya.

2. Kepada masyarakat pencari keadilan, jika sudah terlanjur melakukan
pernikahan sirri walaupun itu sah menurut hukum Islam, maka alangkah lebih
baik jika mencatatkan pernikahan sirri yang telah terjadi dengan segera
mungkin supaya kalau terjadi permasalahan dan berujung pada perceraian
maka segala sesuatunya dapat diupayakan karena mempunyai kekuatan
hukum. Terlebih lagi untuk mendapatkan kejelasan status anak yang telah
lahir dari pernikahan tersebut. Jadi, status anak lebih jelas baik dalam hukum

Islam ataupun hukum negara sebagai anak yang sah.



